BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR: 12 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang
1. bahwa sehubungan dengan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah

Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi
Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 maka kiranya perlu
dilakukan penambahan dan penyesuaian program dan kegiatan dalam
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2014;

. berdasarkan ketentuan Romawi V point 25 lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2014, bagi daerah yang melaksanakan program dan kegiatan
yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti DBH-
CHT, DBH-DR, DAK, Dana Bos, Dana Otonomi Khusus, Dana Darurat dan
Dana Transfer lainya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dalam APBD, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan
program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melaksanakan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan
memberitahukan kepada pimpinan DPRD;

c.sehubungan...... 2
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chubungan Perubahan Penjabaran dimaksud dilakukan setelah Perubahan
PBD Murni 2014, maka untuk menjamin kepastian hukum dalam
enyusunan DPPA maka perlu ditampung dalam Perubahan Peraturan Bupati.

hhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b
an ¢ maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
erubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 2014 tentang
enjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
ajalengka Tahun Anggaran 2014.

gingat

Indang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
tepublik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Jndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
lan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
dropinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata
Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang...... 3
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pdang—Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Ti
ﬁ)anaTKoxt')ua%m (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nggeg;
-b’ Tambahan Leplbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001’
ntang Perubahgn Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
mberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

thun 2001 N .
mor 4150} omor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

1dang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan, gara aran
: : f g Keuangan Ne Le

gara Repub_hk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan (Le;nlgaran
gara Republik Indonesia Nomor 4286);

idang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang P

‘ ) erbendaharaan N
mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambea%xa:;
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); '

1dang—Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentan i
g Pemeriksaan, Pengelolaan
n Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Ingdonesia

hun 2004 N .
mor 4400); 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

dang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

ublik Indonesia Nomor 4438);

dang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentan j

: ‘ g Pajak Daerah dan Retribusi
rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130I
nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ’

lang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan

g Pembentukan Peraturan
undgxzxg-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
nor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

lang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan

' ) g Desa (Lembaran

ublfk Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan (Lembaran g:gara
ublik Indonesia Nomor 5495); gara

14.Undang-Undang...... 4
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14.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2014 tentang Perubahan Keenambelas Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416}, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4712};

19.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

20.Peraturan Pemerintah....... 5
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eraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N
omor 137, T
embaran Negara Republik Indonesia Nomor 457, S); ambahan

ieraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentan Sistem Info i
§181angan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiagl‘ahun 2005 Nr:lr;l:;

s '_I‘ambahan Le.mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
010 tenta_ng Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
ntang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

idonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambah .
:donesia Nomor 5155); ’ an Lembaran Negara Republik

erat;uﬁ'an Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
aer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ’

raturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan
g Pedoman Penyusunan
an  Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara gc}publik

donesia Tahun 2005 Nomor 150, Tamb .
donesia Nomor 4585); » Tambahan Lembaran Negara Republik

raturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
\n Pepgawasan .Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
:publfk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran N :

publik Indonesia Nomor 4593); e

raturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentan
. I A g Pelaporan Keuangan d
nerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesiag Tahl?:ll

06 Nomor 25, fem C
mor 4614); Tambahan baran Negara Republik Indonesia

ratu.ran Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ten

merintah ) Daerah Kepada Pemerintat;:fl & Lalg:pr::anpcnyell(zlzem
rtanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakgyat
erah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
pada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

raturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan i

i ) g Pembagian Uru
:neqntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah P?ovinsi g:rr:
nerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

hun 2007 N .
mor 4737); omor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

aturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 te

ntang Pengelolaan Uan
gal;';ll/l Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83g
nbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); ’

29.Peraturan Pemerintah....6
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P.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

' Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
{ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
| Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

1.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
‘ Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
| Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
! sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun
| 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
| Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
\ Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil

|
|
1
r

| Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
| 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
J 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
| Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
f 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
' Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
| Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
| Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

|34.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

| 35.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
| Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

J 36.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

|
{
]
J
r
|

37.Peraturan Pemerintah.....7
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eraturan Peme_rintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
egara Repub.hk Indonesia Tahun 2012 Nomor S, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 3272);

raturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentan

I g Pengelolaan Baran.
ilik l‘;ezgara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014gl
mor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

raturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
ndang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran N gar

publik Indonesia Nomor 5539); e

raturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentan: Pen

lik Pemerinta}h sebagaimana telah beberapa kaﬁ diu%:ia?:raiir’;n ge/;lja:na
raturan Pres_lden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Agtas
ratu.ran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
merintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
ngelf)laan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
akhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
itang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
hun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

"aturgn Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

alugm Rancangan Peraturan Daerah tentang Angga?rarfeggr:igag‘:ttaancgna
anja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubal%an
e Peraturap Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
a Evalu_as1 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
3 Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentan
jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; &

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tah
nis Pengelolaan Barang Milik Daerah; un 2007 tentang Pedoman

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tah

un 2007 t
gelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaranentgg.lr%r
langgung Jawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan

XD serta Tata Cara Pengembalian Tuni ikasi i
2 Oberasions g unjangan Komunikasi Intensif dan

45.Peraturan Menteri....... 8
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5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
| Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
| Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
/ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
| Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
47 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah,;
48.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014,
|49_Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan

| Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32;

50.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

‘ Anggaran 2014;

J 51.Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2014 tentang

} Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

' Anggaran 2014;

- 52.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2005 tentang

‘ Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

[ Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8
seri E);

53.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang

‘ Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah

\ Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah

| Kabupaten Majalengka Nomor 1);

{ 54.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka

| (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

55.Peraturan Daerah.....9
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55. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);

>6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2014 Nomor 3).

[EMUTUSKAN :

lenetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 10 TAHUN
2014 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

berapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 10 Tahun 20 14
ntang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
abupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
ajalengka Tahun 2014 Nomor 1 1) diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

10
Pasal 1A

bahan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 adalah
agai berikut:
Pendapatan

a. Semula Rp.
b. Bertambah (Berkurang) Rp.
Jumiah Pendapatan setelah perubahan

1.991.006.115.952,14
35.869.689.889,00

Rp. 2.026.875.805.841,14

Belanja
{ a. Semula
| b. Bertambah (Berkurang)
Jumiah Belanja setelah perubahan
Surplus /(Defisit) setelah perubahan

2.107.167.566.572,14
35.869.689.889,00

&8

Rp. 2.143037.256.461,14
Rp. (116.161.450.620,00)

Pembiayaan
‘;‘ A. Pma 147661 .450.520,83
! 2. Bertambah(berkurang) 0.

ER

.661.450.620,00
Jumiah Penerimaan setelah Rp. 147.66

Perubahan

/ B. Pengeluaran
1. Semula
) 2. Bertambah (berkur;rg\) "
Jumiah Pengeluaran setelah pe| an
Jumiah Pembiayaan Netto setelah perubahan
/ Sisa Lebih pembiayaan setelah perubahan

Eiantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Rp. 31.500.000.000,00
Rp. 0,00

. 31.500.000.000,00
Rp. 116.161.450.620,00
Rp. 0,00

Pasal 2A
!

Ringkasan Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud czlalam Pasal 1A
dirinci lebih lanjut pada lampiran 1.A dan Lb Peraturan Bupati ini.

{‘Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A
sehingga berbunyi sebagai berikut:




1)

)
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Pasal 3A

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A
adalah memuat Perubahan penambahan anggaran dan penyesuaian
program dan kegiatan sehubungan dengan adanya bantuan keuangan
dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang turun setelah Perubahan APBD
Kabupaten Majalengka ditetapkan yaitu untuk Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan
Energi, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Inspektorat Kabupaten dan terdapat perubahan
pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II.A Peraturan Bupati ini.

Perubahan Penjabaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selanjutnya
akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2014.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 November 2014

BUPATI MAJALENGKA,
Cap/Ttd
SUTRISNO
Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Tovember 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

it

ADE RACHMAT ALI
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., SH..M.Pd.
NIP.19680327 199603 1 003




